ABSTRAK

Penulisan hukum ini yang membahas tinjauan yuridis tentang tindakan
kekeliruan mengenai orangnya yang dilakukan penangkapan, penahanan,
penuntutan, dan diadili dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan studi
kasus Putusan No 697/Pid.B/2021/PN.Ckr,Putusan Nomor
170/PID/2022/PT.BDG,dan Putusan Nomor 1351 K/PID/2022. Tujuan
dilakukannya penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui tentang hak-hak
tersangka/terdakwa/terpidana yang karena kekeliruan mengenai orangnya
dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia serta pertanggungjawaban aparat penegak hukum
karena tindakan kekeliruan mengenai orangnya tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah
pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data
sekunder yang didapatkan ialah data yang didapatkan melalui buku-buku hukum,
jurnal, skripsi dan disertasi, peraturan perundang-perundang dan putusan
pengadilan.

Hasil dari penelitian ini adalah tindakan kekeliruan mengenai orangnya
merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lain
dan ketentuan Hak Asasi Manusia. Hak-Hak tersangka/terdakwa/terpidana yang
karena kekeliruan mengenai orangnya berhak mendapatkan hak-haknya
sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain dan terkhusunya wajib
menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Kemudian, aparat penegak hukum yang
melakukan kekeliruan mengenai orangnya juga berhak bertanggungjawab secara
pidana dan kode etik.
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